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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR:Dj.Il 297 12010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA DUA ILMU AQIDAH

PADA INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM OSID)

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO

TAHLIN 20IO

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA E,SA

Diltj:Kl' Ll l{ i EN t.,L lL\L PENDIDIKAN I SLANi,

a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama
Islam untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan,
maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang
bermutu dan relevan;

b. bahwa dalam rangka pcmbinaan, pengembangan dan pengawasan atas Perguruan
Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan
pengkaiian terhadap usulan pembukaan prosrarn studi strala dua pada Institut
Studi Islam Darussalam (lSiD) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo;

c. bahrva berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu
ditetapkan izin pembukaan Program Studi Strata Dua rnelalui Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
tcntang Izin Penvelenggarsan Program Studi Strata DLra Ilmu Aqidah pada Institut
Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor Ponorogo.

L Undang-thdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(l,,embartrn Negara Rl 'fahun 2003 Nonror 78, Tarnbaltan Lembaran Negara I{i
Nomor a301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidrkan (Lembaran Negara RI Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan l,embarau Negara Rl Nornor 5105);

3. Peraturan Presiden Rcpublik Indonesia Nonror 41 Tahun 2009 tcntang
Pcmbcntukan dan Organisasi l{errrenterian Negara;

4. I'eraturan Prcsiclen lic;;Lrblik Iridonesia Nomor 50 Talrrrn 2008 tentang l'crubahan
Kesernbilan atas Peraturan Prcsiden Republik Indoncsia Nomor l0 TahLur 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pendirian Perguman Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tcntang
Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana
dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

1, Keputrrsan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama lslarn;

B. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kcr.ja Kementerian Agama;
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10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan

Tinggi Agama.

Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, Alih
Status/Perubairan Nama pada Perguruan f inggi Agama Islam Direktorat Pendidikan
Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
tanggal 19 s.d. 20 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTLIR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA DUA ILMU AQIDAH
PADA INSTTTTTT STUDI ISLAI\4 DARUSSALAM 0SrD) PONDOK MODERN
DARUSSALAM GONTOR PONOROGO TAtiUN 201O

Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Ilmu Aqidah pada Institut
Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk

memperoleh akreditasi;

Penyelenggara rvajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi

setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

RI Jakarla dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Srvasta (Koperlais)
u ilal'ah tcrkait mrsing-masing.

Bagi penyelenggara program studi yang lalai dalam melaksanakan kcu'ajiban

menyampaikan laporan sebagaimana dirnaksud pada diktum KEDUA kepulusan ini,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program

studi dimaksud pada diktum KESATU kcputusan ini;

Penyelenggara rvaj ib menandatangani surat pemyataan bahu'a pcnyelenggara

bertanggung jau'ab dalam menl'elenggarakan program str-rdi sesuai dengan peraturan

1'arrg bcrlaku, dan berlanggung .jau'ab terhadap scgrala al.;.ibat scbagai konsektrensi bila

penyelenggaraan prograrn studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil

evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 24 Mei 2O1O
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